
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1386, 2015 ANRI. APBN. Petunjuk Pelaksanaan. 
 
 

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 39 TAHUN 2015 

TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

NEGARA 
PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan good governance 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka 
pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan 
secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel serta berorientasi pada kinerja; 

b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dan 
implementasi terhadap peraturan perundang-
undangan dalam pelaksanaan anggaran bagi para 
pengelola anggaran di lingkungan Arsip Nasional 
Republik Indonesia, perlu menetapkan petunjuk 
pelaksanaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara pada Arsip Nasional 
Republik Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5069) sebagaimana telah tiga kali diubah 
terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5069); 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia    
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang 
Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5174); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5423); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang 
Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Arsip Nasional Nasional Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4553); 

12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat  Atas Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang  
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
2013; 

14. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013 
tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan 
Pegawai Tidak Tetap; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
212/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penatausahaan 
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
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Bendahara Kementerian Negara/ 
Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Lembaga Pemerintah Pusat; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang 
Perjalanan Dinas Luar Negeri Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 22/PMK.05/2014; 

23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia          
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA 
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
3. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 
4. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 
5. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke Kas Negara. 
6. Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari Kas Negara. 
7. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan 

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk 
menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh 
Pengeluaran Negara. 

8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 
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9. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang 
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 

10. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah 
dan/atau kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

11. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan 
dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik 
tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam 
bentuk/corak apa pun. 

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam bentuk barang/jasa. 

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA 
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai 
acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 

14. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI 
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang meliputi satuan 
kerja ANRI Jakarta dan UPT Balai Arsip Tsunami Aceh. 

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran ANRI. 

16. Kuasa Pengguna Anggaran  yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada 
ANRI. 

17. Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur 
Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum 
Negara. 

18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat 
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian 
fungsi Kuasa BUN. 

19. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi 
lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga 
dan memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran. 
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